
BUPATI MOJOKERTO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO 
-NOMORjr TAHVN .2019 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 96 TAHUN 2016 

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERllfTAB DABRAH 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MOJOKERTO, 

: a. bahwa Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah 
telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 
2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang 
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, 
Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2016 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah perlu dubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan b, perlu meneta.pkan Peratur.an Bupati 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 96 
Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Daerah. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
-Kotapraja Surabaya ·dan Baerah Tingkat H -Surabaya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undahg-Undang Nomor 17 Ta.nun 2003 lefitang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nemor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
1ndonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor -5587) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 ·tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor ·8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman J>erriberian Bantuan Sosial dan Hibah 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang ·Penerapan Standar Akuntansi l3erbasis Akrual 
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 
tentang Penggolongan dan Kodefika-si -Barang ·Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
2083); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2); 

17. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem 
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 2) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2019 (Berita Daerah 
Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 24). 

18. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2016 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 100); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 96 TAHUN 2016 TENTANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam La.mpiran Peraturan Bupati Nomor 
96 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 
(Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 100) 
diu bah sebagai beriku t : 

1. Ketentuan dalam Lampiran angka 7 dan 8 KA. 11 Kebijakan 
Akuntansi Persediaan dan angka 30, 31, 72, 125, dan 139 
KA. 13 .Kebijakan Akuntansi Aset tetap diubah sehingga 
berbunyi sebagaimana tersebut dalam La.mpiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto. 

Diundangkan di Mojokerto 
pada tanggal J.'t Oe.serocer-- ~OJ:j 

Ditetapkan di Mojokerto 
pada tanggal J?- O.wzrrber tflO!J 
Pit. BUPATI MOJOKERT0 

SEKRETARIS DAERAH KABUP TEN MOJOKERTO, 



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MOJOKERTO 

NOMOR: ':J.7- ,ah"'~ /JO!.:} 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAK BUPATI NGMOR 96 

TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAR 

DAERAH 

A. UMUM 

Tujuan 

KA.11 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN 

1. Mengatur perlakuan akuntansi persediaan meliputi ·definisi, 

pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, dan 

pengungkapan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan 

keuangan. 

Ruang Lingkup 

2. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang 

disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi 

berbasis akrual. 

3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas 

akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh 

anggaran berdasarkan APBD, dan Non-APBD, termasuk BLUD, 

tetapi tidak termasuk perusahaan daerah. 

Definisi 

4. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau 

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan 

operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang 

dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka 

pelayanan kepada masyarakat. 

5. Persediaan merupakan aset yang berupa: 

·a. Barang atau ~petlengkapan "(supplies) yrutg ctiguna:kafl da:lam 

rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya 
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barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak 

habis pakai seperti komponen peralatan, pipa, dan 

komponen Lampu .Penerangan ·Jalan Umum {LPJU); 

b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam 

proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat 

pertanian, bahan baku pembuatan benih; 

c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk 

dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya 

adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum 

cukup umur; 

d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah, 

misalnya adalah hewan dan bibit tanaman. 

6. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan 

dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan, misalnya obat kedaluwarsa yang belum ada Berita 

Acara Penghapusan. 

7. Persediaan antara lain terdiri dari: 
a. Bahan 
b. Suku cadang 
·c. Alat/bahan untuk kegiatan kantor 
d. Obat-obatan 
e. Persediaan untuk dijual/diserahkan 
f. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga 
g. Natura dan pakan 
h. Persediaan penelitian 
i. Persediaan dalam proses 
J. Komponen 
k. Pipa 
1. Komponen bekas dan pipa bekas 

Klasifikasi 

8. Klasifikasi Persediaan: 
a. Barang pakai habis dengan sub rincian sebagai berikut: 

l) Bahan 
2) Suku cadang 
3) Alat/bahan untuk kegiatan kantor 
4) Obat-obatan 
5) Persediaan untuk dijual/diserahkan 
6) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga 
7) Natura dan pakan 
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8) Persediaan penelitian 
9) Persediaan dalam proses 

b. Barang tak pakai habis dengan sub rincian sebagai berikut: 
1) Komponen 
2) Pipa 

c. Barang bekas pakai dengan sub rincian komponen bekas 
dan pipa bekas. 

B. PENGAKUAN 

9. Persediaan diakui pada saat: 

a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah 

daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur 

dengan andal; 

b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau 

kepenguasaannya berpindah. 

10. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, 

dilakukan berdasarkan basil inventarisasi fisik. 

C. PENGUKURAN 

11. Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan: 

a. Metode Perpetual 

Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang sifatnya 

continues/tumover/perputarannya tinggi, nilainya material 

dan membutuhkan kontrol yang kuat, berkaitan dengan 

operasional utama di PD, contohnya persediaan ·obat­

obatan di RSUD, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas. 

Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan 

catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit 

dengan menggunakan metode penilaian Fi,rst In Ffrst Out 

(FIFO). 

b. Metode Periodik 

Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang sifatnya 

sebagai pendukung kegiatan PD, pemakaiannya sulit 

diidentifikasi, contohnya adalah persecliaan Alat Tulis 

Kantot· (ATK) dan ala:t kebersihan. 

Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan 
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inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan, 

ditambah pembelian. atau perolehan persediaan dikurangi 

dengan saldo akhir -persediaan -dika.Jikan. -dengan nilai per 

unit dengan menggunakan metode penilaian FIFO. 

Pada akhir periode penyusunan laporan keuangan dibuat 

jumal penyesuaian untuk meng-update nilai persediaan. 

12. Behan Persediaan: 

a. Behan persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan 

(use of goods). 

b. Penghitungan heban persediaan dilakukan dalam rangka 

penyajian Laporan Operasional. 

13. Perlakuan atas persediaan yang rusak, usang dan kedaluwarsa 

diakui sehagai behan persediaan, sedangkan _persediaan yang 

hilang diakui sehagai kerugian daerah. 

D. PENILAIAN 

14. Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO. Harga 

perolehan dari barang-harang yang pertama kali 

diheli/diperoleh akan menjadi harga barang yang 

digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir 

dihitung dimulai dari harga perolehan terakhir. 

15. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai 

dengan menggunakan nilai wajar. 

E. PENY AJIAN 

16. Persediaan disajikan sehagai hagian dari Aset La.near. 

17. Persediaan disajikan ·sebesar: 

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pemhelian. Biaya 

perolehan persediaan meliputi harga pembelian, hiaya 

pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang 

secara langsung dapat dihehankan pada perolehan 

persediaan. Potongan harga, rahat, dan lainnya yang serupa 

mengurangi biaya perolehan. 

h. Harga pokok produksi apahila diperoleh dengan 

memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan 
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meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan 

yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang 

·dialokasikan secara -sistematis. 

c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti 

donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar 

aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang 

memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar 

(arm length transaction). 

F. PENGUNGKAPAN 

18. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan: 

a. Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam pengukuran 

persediaan; 

b. Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang 

digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau 

perlengkapan yang ·digunakan dalam proses produksi, 

barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi 

yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat; dan 

c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak 

atau usang. 
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A. UMUM 

Tujuan 

KA.13 

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP 

1. Kebijakan akuntansi aset tetap adalah mengaturperlakuan 

akuntansi untukaset tetap meliputipengakuan, pengukuran, 

penyajian dan pengungkapan serta penentuan dan 

perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan 

nilai tercatat aset tetap. 

RuangLingkup 

2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh 

aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum 

yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. 

3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi 

dan entitas pelaporan pada Pemerintah Daerah yang 

memperoleh anggaran berdasarkan APBD,dan Non­

APBD,tennasuk BLUD, tetapitidak termasuk perusahaan 

daerah. 

4. Kebijakan Aset tetap tidak diterapkan untuk: 

a. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui 

( regenerative natural resources). 

b. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian 

mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam 

serupa yang tidak dapat diperbaharui (non- regenerative 

natural resources). 

Namun berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk 

mengembangka.n atau memelihara aktivitas atau aset yang 

tercakup dalam butir a dan b di atas dan dapat dipisahkan 

dari aktivitas dan aset tersebut 

Deftnisi 

5. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa 

manfaat lebih dari 12 (dua betas) bulan untuk digunakan 
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dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh 

masyarakat umum. 

6. Biaya -perolehanad-alah jumJah kas -atau setara kas yang 

dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan 

untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau 

konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan 

tempat yang siap untuk dipergunakan. 

7. Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan 

digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/ atau 

pelayanan publik; atau 

Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan 

diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau 

pemerintahan publik. 

8. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat 

diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah 

dikurangi taksiran biaya pelepasan. 

9. Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari 

biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi 

penyusutan. 

10. NHai wajaradalah nilai tukar ·aset tet:ap -atau penyelesaian 

kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan 

untuk melakukan transaksi wajar. 

11. Penyusu tan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu 

aset tetap yang dapat disusutkan (Depreciable Assets) selama 

masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. 

12. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang 

sedang dalam proses pembangunan. 

Klasiftkasi 

13. Aset tetapdiklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat 

atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi 

aset tetap adalah sebagai berikut : 

a. Tanah; 

b. Peraiatan dan Mesin; 

c. Gedung dan Bangunan; 

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan; 
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e. Aset Tetap Lainnya; 

f. Konstruksi dalam Pengerjaan. 

14. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah 

yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam 

kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap 

dipakai. 

15. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan 

bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai 

dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi 

siap dipakai. 

16. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan 

bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan 

lainn_ya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih 

dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. 

17. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan 

jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki 

dan/ atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap 

dipakai. 

18. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat 

·dikelompokkan ke d-alam kelompok aset ·tetap di -atas, yang 

diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional 

pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 

19. Konstruksi dalam pengerjaan mencaku p aset tetap yang 

sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal 

laporan keuangan belum selesai seluruhnya. 

20. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan 

operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap 

dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai 

tercatatnya. 

B. PENGAKUAN ASET TETAP 

21. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi 

masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur 

dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus 

dipenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. Berwujud; 
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b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 

c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 

d. Tidak dhnaksudkan u-ntuk dijual dalam -operasi ·normal 

entitas; 

e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk 

digunakan; dan 

f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran 

untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan 

minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. 

22. Dalam menentukan apakah sua:tu aset tetap mempunyai 

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus 

menilai manfaat e_konomi masa depan yang dapat diberikan 

oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak 

langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat 

tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan 

belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan 

mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas 

tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko 

terkait. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat 

-diakui. 

23. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk 

digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan 

operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual atau 

diserahkan kepada pihak lain. 

24. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah 

diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada 

saat penguasaannya berpindah. 

25. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila 

terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak 

kepemilikan dan/ atau penguasaan secara hukum, misalnya 

sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. 

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti 

secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses 

administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang 

masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat 

kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap 
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tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa 

penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, 

-misalnya telah terjadi pembayaran ·dan ·penguasaan -atas 

sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. 

Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap 

26. Pada dasarflya penge1uaran ufifuk aset teta.p aapat 

dikategorikan menjadi belanja modal (capital expenditures) 

dan pengeluaranpendapatan (revenue expenditures). 

27. Belanja modal adalah _pengeluaran _yang harus dicatat 

sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang 

akan_mendatangkan manfaat lebih_dari satu periode 

akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya 

penambahansatu unit AC dalam sebuah mobil atau 

penambahan teras pada gedung yang telah_dimiliki, 

merupakan belanja modal. 

28. Demikian juga halnya_dengan_pengeluaran yang akan 

menambah __ efisiensi, memperpanjang__umurasetatau 

meningkatkan_kapasitas_atau_mutu_produksi. Contoh 

pengeluaran yang memperpanjang__umur_aset_atau 

meningkatkan _kapasitas _produksi_ adalah_pengeluaran _ untu 

kperbaikan besar-besaran. 

·29. Nilai ·satuan Minimum Kapitalisasi Aset ·Tetapadalah 

pengeluaran pengadaan baru ataupenambahan nilai aset 

tetap dari basil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, 

perbaikan atau restorasi.Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi 

Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus 

dikapitalisasi atau tidak. 

30. Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap 

dari basil pengadaan baru untuk per satuan jenis aset atau 

harga per unit atas jenis aset ditetapkan sebagai berikut: 
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Batasan Kapitalisasi untuk Peu.gadaan Baru 

Batasan 

No Jenis Aset Tetap 
Kapltalisasi 

untuk -Pengaclaan 
. 

Baru. 

I Peralatan dan Mesin 

- Alat-Alat Besar Darat .?: 10.000.000 

- Alat-Alat Besar Apung .?: 10.000.000 

- Alat-Alat Bantu .?: 500.000 

- Alat Angkutan Darat Bermotor .?: 2.000.000 
' 

- Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor :? 500.000 

- Alat-Alat Angkutan Apung Bermotor ~ 1.500.000 

- Alat-Alat Angkutan Apung Tidak Bermotor .?: 500.000 

- -··-. - ... ----- -· - -- --· -· -- -· - ------- - --·- - --- --· --
- Alat-Alat Angkut Bermotor Udara .?: 10.000.000 

- Alat Bengkel Bermesin .?: 250.000 

- Alat Bengkel Tidak Bermesin .?: 100.000 

- AlatUkur .,?: 100:000 

- Ram.bu-ram.bu .i: 500.000 

- Ram.bu-Ram.bu Lalu lintas udara .?: 5.000.000 

- Alat Olah -Raga Lainnya .?: -250.-000 · 

II Alat Pertanian 

- Alat Pengolahan ~ 150.000 

Alat Pemeliharaan Tanam.an dan Alat 
:!! 100:000 

Penyimpanan 

m Alat Kantor dan Rumah Tangga 

- Alat Kantor .?: 300.000 

- Alat ·Rumah -Tangga termasuk meubelair .i: ~00.000 

- Komputer i1! 500.000 

- Meja dan Kursi/rapat pejabat .?: 300.000 

'IV Alat ·Studio 'dan ·Komunikasi 

- Alat Studio ::? 1.000.000 

- AlatKomunikasi .?: 500.000 

- Peralatan Pemancar .?: 500.000. 

IV Alat Kedokteran 

- Alat Kedokteran .?: 500.000 
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Batasan 
Kapitali•asi 

Ro Jenis Aset Tetap untuk Pengadaan 
Baru . 

- Alat Kesehatan c:: 500.000 

IV Alat Laboratorium 

- Unit Laboratorium c:: 500.000 

- Alat Peraga/ Praktek Sekolah c:: 100.000 

- Alat Laboratorium Lingkungan Hidup c:: 500.000 

- Alat Laboratorium Hidrodinamika c:: 500.000 

V Alat PerseDjataan dan Keam.anan 

- Senjataapi c:: 500.000 

Persenjataan non Senjata Api 2: 250.000 

Amunisi c:: 250.000 

Senjata Sinar c:: 500.000 

VI lranguillitl ·a-an lRfclun} 

- Bangunan Gedung Tempat Kerja c:: 10.000.000 

- Bangunan Gedung Tempat Tinggal c:: 10.000.000 

- &ngu.nan-Menara ~5.000.000 

VII Monumen 

- Bangunan Bersejarah i? 10.000.000 

- Tugu Peringatan .? 10.000.000 

- Candi .? 10.000.000 

- Tam.an (untuk Umum) c:: 10.000.000 

VIII Jalan/jembatan, Jaringan, irigasi 

- Jalan 2: 10.000.000 

- Jembatan c:: 10.000.000 

- Bangunan Air dan lrigasi c:: 10.000.000 

- Instalasi Air Minum c:: 5.000.000 

- Instalasi Air Kotor /Limbah dan sejenisnya c:: 10.000.000 

- lnstalasi Listrik (pembangkit dan sejenisnya) c:: 10.000.000 

- Instalasi Penangkal Petir c:: 1.000.000 

- Jaringan Air minum dan sejenisnya c:: 10.000.000 
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Batasan 

No Jenis Aset Tetap 
Kapitallsasi 

untuk Pengadaan 
Baru 

- Jaringan Listrik dan Sejenisnya c!: 2.500.000 

- Jaringan Telepon dan Sejenisnya c!: 1.000.000 

IX Aset Tetap Lainnya 

- Buku .?: 50.000 

- Terbitan Berkala c!: 100.000 

- Barang Perpustakaan c!: 75.000 

- Barang Bercorak Kebudayaan .?: 200.000 

- Hewan (Temak dan Peliharaan) ~ 500.000 

- Tanaman c!: 250.000 

31. Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap 

dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan 

atau restorasi untuk per satuan jenis aset atau harga per 

unit atas jenis aset ditetapkan sebagai -berikut: 

Batasan Kapitalisasi untuk 
Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, dan Restorasi 

Batasan Kapltallsasi 
untuk Renovasl, 

Jenls Aset Tetap Pemellharaan, Keterangan 
Pengembangan, 

Restorasl 
Peralatan dan llesln 
- Alat-Alat Besar Darat .?: 5.000.000 Untuk yg sifatnya 

pemeliharaan berat . aail J>emasangan 
alat/ sparepart baru 

- Alat-Alat Besar Apung .?: 5.000.000 -sda-
- Alat-Alat Bantu Pemeliharaan Tidak 

dikapitalisasi 
- Alat Angkutan Darat .?: 1.000.000 Untuk yg sifatnya 

-Ber-motor pemeliharaan. berat 
dan pemasangan 
alat/ svarepart baru 

- Alat Angkutan Darat Tidak Pemeliharaan Tidak 
Bermotor dikapitalisasi 

- Alat-Alat Angkutan Apung Pemeliharaan Tidak 
Bermotor dikapitalisasi . - Alat-Alat Atigkuta.h Apung ..:sda-
Tidak Bermotor 

- Alat-Alat Angkut Bermotor c!: 5.000.000 Untuk yg sifatnya 
Udara pemeliharaan berat 

dan pemasangan 
alat/ spareoart baru 

- Alat Bengkel Bermesin Pemeliharaan Tidak 
dikapitalisasi 

- Alat Bengkel Tidak Bermesin -sda-

- Alat Ukur -sda-

- Rambu-rambu Pemeliharaan Tidak 
dikapitalisasi 
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Batasan Kapltalisasl 
untuk Renovasi, 

Jenis Aset Tetap Pemeliharaan, Keterangan 
Pengembangan, 

-Restorasi . 

- Rambu-Rambu La.lu lintas -sda-
udara 

- Alat Olah Raga Lainnya -sda-

Alat Pertanian 

- Alat Pengolahan Pemeliharaan Tidak 
-dikapitalisasi 

- Alat Pemelihraan Tanaman -sda-
dan Alat Penyimpanan 

Alat Kantor dan Rumah Tangga 

- Alat Kantor Pemeliharaan Tidak 
dikapitalisasi 

- Alat Rumah Tangga -sda-
termasuk meubelair 

- Komputer Pemeliharaan Tidak 
dikapitalisasi 

- Meja dan Kursi/rapat -sda-
peiabat 

Alat Studio dan Komunikasi 
. - Alal Srullio Pi:!ttieliharaan Tidali 

dikapitalisasi 
- Alat Komunikasi -sda-

- Peralatan Pemancar -sda-

Alat Kedokteran 
- Alat Kedokteran Pemeliharaan Tidak 

dikapitalisa.si 
- Alat Kesehatan -sda-

Alat Laboratorium 

- Unit Laboratorium Pemeliharaan Tidak 
dikapitalisasi 

- Alat Peraga/Praktek Sekolah -sda-

- Alat Laboratorium -sda-
Linf!kuns:an Hidup 

- Alat Laboratorium -sda-
Hidrodinamika 

Alat Persenjataan dan Keamanan 

- Senjataapi Pemeliharaan Tidak 
-dikapitalisa'Si ' 

- Persenjataan non Senjata Api -sda-

- Amunisi -sda-

- Senjata Sinar -sda-
Bangunan dan Gedung 
- Bangunan Gedung Tempat c!:25.000.000 Untuk yg sifatnya 

Kerja pemeliharaan 
sedang/ berat 

/Menambah Umur 
Ekonomis 

- Bangunan Gedung Tempat ~ 15.000.000 -sda-
Tin,nral 

- Bangunan Menara ~ 2.500.000 -sda-
Monumen 
- Bangunan Bersejarah ~ 5.000.000 Untuk yg sifatnya 

pemeliharaan 
sedang/berat/ Mena 

mbah Umur 
Ekonomis 

- Tugu Peringatan ~ 5.000.000 -sda-
- Candi ~ 5.000.000 -sda-

- Taman (untuk Umum) ~ 5.000.000 -sda-
Jalan/jembatan, Jaringan, irigasi 
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Batasan Kapitalisasi 
untuk Renovasi, 

Jenis Aset Tetap Pemeliharaaa, Ketenmgan 
Pengembangan, 

Restorasi 

- Jalan i?:25.000.000 /km Untuk yg Sifatnya 
Pemeliharaan 

Berat/Menambah 
Umur Ekonomis 

- Jembatan i!:20.000.000 / 12 m Nilai tersebut untuk 
bentang jembatan 
per 12 meter yang 

sifatnya 
pemeliharaan 

berat/menambah 
umur ekonomis 

- Bangunan Air dan Irigasi i:!:75.000.000 /unit Untuk yg Sifatnya 
Pemeliharaan 

Berat/Menambah 
Umur Ekonomis 

- Instalasi Air Minum i:!: 2.500.000 -sda-

- Instalasi Air Kotor / Lim bah i:!: 5.000.000 -sda-
dan seienisnva 

- Instalasi Listrik (pembangkit ~ 5.000.000 -sda-
' dan •seiehisnva.l 

- Instalasi Penangkal Petir Pemeliharaan Tidak 
dikapitalisasi 

- Jaringan Air minum dan -sda-
seienisnva 

- J aringan Listrik dan -sda-
.. ___ .J3e..i~nisnva _ -·········· ·-- --" ··~- . .. -· -- -·-- - --·· 

- Jaringan Telepon dan -sda-
Sejenisnya 

- lnstalasi Listrik (pembangkit c:: 5.000.000 -sda-
dan seienisnva) 

Aset Tetap Lainnya 
- Buku Pemeliharaan Tidak 

·dikapitalisasi 
- Terbitan Berkala -sda-

- Barang Perpustakaan -sda-

- Barang Bercorak Pemeliharaan Tidak 
Kebudayaan dikapitalisasi 

- Hewan Temak -sda-

- ·Tanaman -sda-

Untuk jenis aset tetap yang biaya-biaya pemeliharaannya 

tidak dikapitalisasi maka pada saat penganggaran 

dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. 

32. Pengeluaran belanja pengadaan baru untuk aset yang 

memenuhi kriteria berwujud, mempunyai masa manfaat 

·lebih ·dari 12 -(dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat 

diukur secara andal dan tidak dimaksudkan untuk dijual 

dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun 

dengan maksud untuk digunakan, tetapi nilainya dibawah 

batasan nilai satuan minimum kapitalisasi sebagaimana 
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diatas dicatat secara terpisah dari daftar aset tetap (extra 

comptable), tetapi dicatat pada Laporan Barang Milik Daerah. 

C. PENGUKURAN ASET TETAP 

Nilai Perolehan Aset Tetap 

33. Aset tetap dinilai denga.n bia.ya perolehan. Apa:bila penilaian 

aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak 

memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai 

wajar pada saat perolehan. 

34. Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan buka.n 

merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan 

tetap konsisten dengan biaya perolehan.Penilaian kembali 

yang dimaksud hanya diterapka.n pada penilaian untuk 

periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan 

awal. 

-35. .Pengukur-an dapat dipertim-bangkan andal -bila -terdapat 

transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap 

yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu 

aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran 

yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari 

transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk 

perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang 

digu:nakan dalam. proses konstruksi. 

36. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara 

swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan 

baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya_perencanaan 

dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa 

peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan 

dengan pembangunan aset tetap tersebut. 

37. Biaya yang dapat kapitalisasi secara langsung adalah: 

a. Biaya Konstruksi Fisik 

Yaitu besarnya biaya yang dapat digunakan untuk 

·membiayai pelaksanaan konstruksi fisik -pembangunan, 

yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan 

secara kontraktual. 
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b. Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi 

Y aitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan 

untuk -membiay-ai perencanaan ·pembanganan, yang 

dilakukan oleh penyediajasa perencanaan. 

c. Biaya Pengawasan Konstruksi 

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan 

untuk membiayai pengawasan pembangunan, yang 

dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan. 

d. Biaya Pengelolaan Kegiatan 

Y aitu besarnya biaya maksimum yang dapa:t digunakan 

untuk membiayai kegiatan pengelolaan pembangunan. 

Biaya Pengelolaan Kegiatan terdiri dari : 

1) Biaya o.perasional unsur Pengguna Anggaran 

Biaya honorarium staf dan panitia lelang, 

perjalanan dinas, rapat-rapat, proses pelelangan, 

bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan 

kegiatan, serta persiapan dan 

kelengkapan administrasi/ dokumen 

aset, dan biaya lainnya. 

2-) Biaya ·operasional unsur Pengelola T-eknis 

pengiriman 

pendaftaran 

Biaya honorarium pengelola teknis, honorarium 

tenaga ahli/nara sumber (apabila diperlukan), 

perjalanan dinas, transport lokal, biaya rapat, biaya 

pembelian/penyewaan bahan dan alat yang berkaitan 

dengan kegiatan yang bersangkutan dan biaya 

lainnya 

Komponen Biaya 

38. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya 

atau konstruksinya, termasuk pajak,bea impor dan setiap 

biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam 

membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset 

tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang 

·dimaksudkan. 

39. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung 

adalah: 
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a. biaya perencanaan; 

b. biaya lelang; 

•C. hiaya -persiapan tempat; 

d. biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan 

dan bongkar muat (handling cost); 

e. biaya pemasangan (instalation cost); 

f. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan 

g. biaya konstruksi. 

40. Biaya administrasi dan umum lainnya bukanmerupakan 

suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya lersebut 

tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya 

perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi 

kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum 

tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka 

merupakan bagian dari perolehan aset tetap. 

41. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung 

pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi 

yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset 

dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, ataudengan 

·membebankan kepada aset tertentu yang paling material. 

Penilaian Awai Aset Tetap 

42. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui 

sebagai suatu a.set dan dikelompokka.il sebagai a.set tetap, 

pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. 

43. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset 

tersebut adalah sebesar nilai wajar _pada saat aset tersebut 

diperoleh. 

44. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah daerah 

sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin 

dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang 

(developer) dengan tanpa nilai, yang memungkinkan 

pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, 

-ataupun ttntuk -tempat pejalan kaki. Suatu -aset juga 

mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian 

wewenang yang dimiliki pemerintah/pemerintah daerah. 
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Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang 

ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang 

-tanah dan -bangunan yang kemudian ak-an digl:1-nakan 

sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di 

atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai 

wajar pada saat diperoleh. 

Perolehan Secara Gabungan 

45. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang 

diperoleh secara gabungan ditentuka.n dengan 

mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan 

perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang 

bersangkutan. 

Aset Tetap Digunakan Bersama 

46. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas 

Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan 

dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan 

pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset 

tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan 

·pet1ggitnaan oleh Ke·pa.1a Dae·rah selaku P-emegang 

Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

4 7. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan 

dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak 

bergantian. 

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum 

48 . .P.engakaan -aset -tetap akihat dari. -perjanJian kerja -sama 

dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas 

umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan 

setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui 

pada saat penguasaannya berpindah. 

49. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai 

berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara 

·serah Terima ·(BAST). Apabila tidak tercantum nilai nc>'iilina.1 

dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai 

wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh. 
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Pertukaran Aset (Exchange of Assets} 

50. Suatu aset tetap dapatdiperoleh melalui pertukaran atau 

-pertx1katan ·sebagian a.set tetap ya.rig titlak ·serupa -a.1:au ·a:s·et 
lainnya. Biaya dari pas semacam itu diukur berdasarkan 

nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas 

nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan 

jumlah setiap kas a tau setara kas yang 

ditransfer / diserahkan. 

51. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas 

suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa 

dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga 

dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset 

yang -serupa. Dalam keadaan tersebut -tidak -ada -keuntungan 

dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Bia.ya aset 

yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying 

amount) atas aset yang dilepas. 

52. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat 

memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) 

nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset 

yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan {written down) dan 

nilai setelah diturun-nilai-bukukan (written down) tersebut 

merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran 

atas aset _yang serupa termasuk _pertukaran bangunan, 

mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila 

terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka 

hal ini mengindikasikan bahwa pas yang dipertukarkan tidak 

mempunyai nilai yang sama. 

Aset Donasi 

53. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus 

dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. 
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54. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa 

persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya 

perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang 

dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah 

daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap 

tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti 

perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya 

akta hibah. 

55. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap 

tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada 

pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta 

membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan 

.persyaratan kewajibannya ke.pada .pemerintah daerah telah 

dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus 

diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan 

pertukaran. 

56. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan 

aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai 

pendapatan operasional. 

Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expendi:tures) 

57. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang 

memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan 

besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang 

dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan 

efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, 

atau .peningkatan standar kinerja_yang nilainya sebesar nilai 

satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus 

ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang 

bersangkutan. 

58. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa 

manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang 

dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan 

efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau ·peningkatan 

standar kinerja adalah pemeliharaan / perbaikan / 

penambahan yang merupakan pemeliharaan 
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rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya 

untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi 

baik/normal, -atau hanya -untuk -sek-edar memperindah -atau 

mempercantik suatu aset tetap. 

59. Perawatan bangunan adalah usaha memperbaiki kerusakan 

yang terjadi agar bangunan dapat berfungsi dengan baik 

sebagaimana mestinya. Perawatan bangunan dapat 

digolongkan sesuai tingkat kerusakan pada bangunan yaitu : 

a. Perawatan tingkat kerusakan ringan 

Biaya maksimum adalah sebesar IO% dari harga 

perolehan pembangunan bangunan gedung baru yang 

berlaku untuk dengan tingkat kerusakan bangunan 

sampai dengan 100/o. Biaya .perawatan dianggarkan dalam 

belanja barang dan jasa dan tidak 

dikapitalisasi/ ditambahkan pada harga perolehan 

Gedung dan Bangunan tersebut. 

b. Perawatan tingkat kerusakan sedang 

Biaya maksimum adalah sebesar 10%-30% dari harga 

perolehan pembangunan bangunan gedung baru dengan 

tingka:t kerusakan bangunan sampai -dengan 30%. Biaya 

perawatan dianggarkan dalam belanja modal dan 

dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan 

Gedung dan Bangunan tersebut. 

c. Perawatan tingkat kerusakan berat 

Biaya maksimum adalah sebesar lebih dari 30% dari 

harga perolehan pembangunan bangunan gedung baru 

dengan tingkat kerusakan bangunan dlatas 3-0°/o. Blaya 

perawatan dianggarkan dalam belanja modal dan 

dikapitalisasi/ ditambahkan pada perolehan Gedung dan 

Bangunan tersebut. 

60. Pemeliharaan jalan dan jembatan adalah upaya menjaga 

kondisi jalan dan jembatan agar selalu dapat berfungsi 

dengan baik melalui kegiatan perawatan, perbaikan, 

pencegahan dan pengamanan yang harus dilakukan secara 

terus menerus. Pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan 

dapat dikategorikan sebagai berikut: 
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a. Pemeliharaan Rutin Jalan 

Pemeliharaan rutin diperlukan apabila kerusakan 

maksimal 10% melalui survei kondisi _jalan. Biaya 

pemeliharaan rutin maksimal sebesar 

Rp.25.000.000,00/km dan dianggarkan dibelanja barang 

dan jasa, tidak dikapitalisasi/ditambahkan pada harga 

perolehan pembangunan jalan tersebut. 

b. Pemeliharaan Periodik/Berkala Jalan 

Pemeliharaan periodik/berkala diperlukan apabila 

kerusakan 10%-20% melalui survai kondisi jalan. Biaya 

pemeliharaan periodik/berkala sebesar 

Rp.25.000.000,00/km sampai dengan 

maksimalRp.100.000.000,00/km dan dianggarkan 

dibelanja barang dan jasa, tidak 

dikapitalisasi/ ditambahkan pada harga perolehan 

pembangunan jalan tersebut. 

c. Peningkatan Jalan 

·Peningkatan jalan terjadi apabila ·kerusakan d1atas 20% 

melalui survai kondisi jalan. Biaya peningkatan jalan 

dianggarkan di belanja modal, ditambahkan pada harga 

perolehan pembangunan jalan tersebut. 

d. Pemeliharaan Rutin Jembatan 

Pemeliharaan rutin diperlukan apabila kerusakan 

maksimal 10% melalui survei kondisi jembatan. Biaya 

pemeliharaan rntin maksimal sebesar Rp.20:000:000,00 

untuk bentang jembatan per 12 meter dan dianggarkan 

dibelanja barang dan jasa, tidak 

dikapitalisasi/ ditambahkan pada harga perolehan 

pembangunan jembatan tersebut. 

e. Pemeliharaan Periodik/Berkala Jembatan 

Pemeliharaan periodik/berkala diperlukan apabila 

kerusakan 10%-20°/o melalui survei kondisi jembatan. 

Bia ya pemeliharaan periodik/berkala diatas 

Rp.20.000.000,00 untuk bezntangjembatan per 12 meter 

dan dianggarkan di belanja modal, 

tlikapitalisasi/ ditambahka:n pa.as. ·ha:rga l)eroleha:n 

pembangunan jalan tersebut. 
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61. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan 

mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi 

-dengan -baik -guna -mernperlancar pelaksanaan operasi ·dan 

mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan 

perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan yang 

harus dilakukan secara terus menerus. Pemeliharaan 

jaringan irigasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Pemeliharaan Rutin 

Pemeliharaan dengan tingkat kerusakan maksimal 15% 

dari kondisi awal bangunan/ saluran. Biaya 

pemeliharaan/perbaikan maksimal sebesar 15% dari 

harga satuan per unit dan dianggarkan di belanja barang 

dan jasa, tidak dikapitalisasi/ ditambahkan pada harga 

perolehan Jaringan Irigasi terse but. 

b. Pemeliharaan Berkala 

Pemeliharaan dengan tingkat kerusakan ringan 15%-30% 

dari kondisi awal bangunan/saluran. Biaya 

pemeliharaan/perbaikan maksimal sebesar 30% dari 

harga satuan per unit dan dianggarkan di belanja barang 

dan jasa, -tidak dika¢talisasi/ ditambahkan pada ha.r-ga 

perolehan Jaringan Irigasi tersebut. 

c. Perbaikan Sedang 

Pemeliharaan dengan tingkat kerusakan sedang 31 %-

60% dari kondisi awal bangunan/saluran. Biaya 

pemeliharaan/perbaikan maksimal sebesar 60% dari 

harga satuan tertinggi per unit dan dianggarkan di 

-belanja modal, dikapitalisasi/ditanibahkan pada ·harga 

perolehan Jaringan Irigasi tersebut. 

d. Perbaikan Berat atau Penggantian 

Pemeliharaa.n ·dengan tingkat kerusakan berat -diatas ,60% 

dari kondisi awal bangunan/ saluran. Biaya 

perbaikan/penggantian lebih dari 60% dari harga satuan 

tertinggi per unit dan dianggarkan di belanja modal dan 

dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan 

J aringan lrigasi terse but. 
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Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap 

Pengakuan Awai 

02. Aset tetap disajikan.berdasarkan ·biaya perolehan aset tetap 

tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi 

kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset 

tetap akan disajikan dengan .penyesuaian .pada masing­

masing akun aset tetap. 

D. PENYUSUTAN 

63. Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai 

suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) 

selama masa manfaat aset yang bersangkutan. 

64. Tujuan utama dari penyusutan buk-an untuk .menumpuk 

sumber daya bagi pembayaran hutang atau penggantian aset 

tetap yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah 

menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai 

wajarnya. Di samping itu penyusutan juga dimaksudkan 

untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat 

yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan 

·pemerintahan. 

65. Penyusutan aset tetap bukan merupakan metode alokasi 

biaya untuk periode yang menerima manfaat aset tetap 

tersebut sebagaimana diberlakukan di sektor komersial. 

Penyesuaian nilai ini lebih merupakan upaya untuk 

menunjukkan pengurangan nilai karena pengkonsumsian 

potensi manfaat aset oleh karena pemakaian dan atau 

pengurangan nilai karena keusangan dan lain-lain. 

66. Prasyarat yang perlu dipenuhi untuk menerapkan 

penyusutan, adalah : 

-a. ·ldentitas Aset yang Kapasitasnya -Menurun 

b. Nilai yang Dapat Disusutkan 

c. Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap 

67. Prosedur penyusutan 

a. ldentifikasi Aset Tetap yang Dapat Disusutkan 

b. Pengelompokan Aset 
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c. Penetapan Nilai Wajar Aset Tetap 

d. Penetapan Nilai yang Dapat Disusutkan 

e. Penetapan Metode Penyusutan 

f. Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan 

68. Selain tanah, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam 

pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan 

sifat dan karakteristik aset tersebut,termasuk Aset Tetap 

Lainnya berupa buku/perpustakaan, alat-alat/peralatan 

olah raga. Sedangkan Aset Tetap Lainnya berupa barang 

bercorak kesenian/ kebudayaan,hewan/ternak dan 

tumbuhan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, 

melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap 

Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. 

69. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui 

sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan 

beban penyusutan dalam laporan operasional. 

70. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus 

ditinjau secara periodik dan.Jika terdapat perbedaan besar 

dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan 

yang akan datang harus dilakukan penyesuaian 

71. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai 

metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode 

penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan 

manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) 

yang akan mengalir ke pemerintah. 

72. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis 

lurus (straight line method) dengan masa manfaat dan tarif 

penyusutan sebagai berikut: 

Umur 
Tarif Jenis Aset Tetap Ekonomis 

Penyusutan (Tahun) 

Peralatan dan Mesin, terdiri atas: 

Alal-alal Berat/ Besar 10 10% 

Alat-alat Angkutan Bermotor 10 10% 

Alat-alat Angkutan Tidak Bermotor 5 20% 

Alat-alat Bengkel Bermesin 5 20% 

Alat-alat Bengkel Tidak Bermesin 5 20% 
.. 
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;. 

Umur Tarif 
Jenis Aset Tet.ap Ekonomis Penyusutan 

(Tahun) 

Alat Ukur 5 20% 

Alat-alat Pertanian/Peternakan 5 20% 

Alat-alat Kantor 5 20% 

Rumah Tangga 5 20% 

Alat Studio 5 20% 

Alat Kom unikasi 5 20% 

Peralatan Pemancar 5 20% 

Alat-alat Kedokteran 5 20% 

Alat-alat Kesehatan 5 20% 

Alat-alat Laboratorium 5 20% 

Alat-alat Peraga /Praktek Sekolah 5 20% 

Senjata Api 5 20% 

Alat Keamanan / Perlindungan / SAR 5 20% 

Ram bu-ram bu 5 20% 

Alat-alat/Peralatan Olah Raga 5 20% 

Gedung dan Bangunan, terdiri atas: 

Bangunan Oedung Tempat Kerja 50 2% 

Bangunan Oedung Tempat Tinggal 50 2% 

Bangunan Bersejarah/ Candi 50 2% 

Menara/Tugu / Mon um en/ Oapura 40 2,5% 

Jalan, lrigasi dan Jaringan, terdiri 
atas: 
Jalan 10 10% 

Jembatan 20 5% 

Bangunan Pelengkap Jalan lainnya 5 20% 

Bangunan Air Bersih/ Air Kotor/ 
Irigasi / Air Rawa 

25 4% 

Instalasi (Air 
25 4% . -Ber-sih/Akkotor/Llstrik/Telepon/ Gas 

/ Keamanan. dlll 
Jaringan (Air 20 5% 
Min um/ Listrik/Telepon/ Gas,dll) 

Aset Tetap Lainnya: 
---- ···-·-·-- - - .. --- -- ---- -- - - ·--
Buku / Perpustakaan 5 20% 

73. Formula penghitungan penyusutan aset tetap -adalah sebagai 

berikut: Penyusutanperperiode = Nilaiyangdapatdisusutkan 
Masamanfaat 
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Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk 

aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun; 

74. Penyusutan aset tetap setelah -adanya reh-ab sedang{berat 

dan memperpanjang masa manfaat dihitung dari nilai buku 

ditambah biaya rehab pada saat dilakukan peninjauan 

kembali dibagi estimasi sisa masa manfaat setelah 

peninjauan. 

75. Besamya penyusutan setiap tahun dicatat dalam neraca 

dengan menambah nilai akumulasi penyusutan dan 

mengurangi ekuitas. Neraca menyajikan Akumulasi 

Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga 

nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat 

.yang masih dapat diharapkan dari aset _yang bersangkutan 

dapat diketahui. 

76. Penyusutan disajikan di Neraca sebesar akumulasi nilai 

penyusutannya. 

77. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan 

diungkapkan pula Informasi penyusutan, meliputi: 

a. Nilaipenyusutan; 

b. ·Metodepenyusutan yang -digunakan; 

c. Masa manfaatatautarifpenyusutan yang digunakan; 

d. Nilaitercatatbrutodanakumulasipenyusutanpadaawaldan 

akhirperiode. 

Penyusutan Pertama Kall 

78. Pencatatan penyusutan pertama kali besar kemungkinan 

akan menghadapi permasalahan penetapan sisa masa 

manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, karena 

aset-aset tetap sejenis yang akan disusutkan kemungkinan 

diperoleh pada tahun-tahun yang berbeda satu sama lain. 

Sebagai contoh, jika penyusutan pertama kali akan 

dilakukan pada akhir tahun 2015, besar kemungkinan akan 

dijumpai adanya jenis aset berupa peralatan dan mesin, 

misalnya mobil, yang diperoleh pada tahun-ta.hun sebelum 

tahun anggaran 2015. 
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79. Jika secara umum terhadap aset tetap jenis peralatan dan 

mesin seperti mobil ditetapkan memiliki masa manfaat 

selama 1 -0 tah-un -dan penyusutannya -memakai -metode -garis 

lurus, maka pada akhir tahun 2015, dapat terjadi variasi 

permasalahan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang 

sudah disusutkan, seperti: 

Masa Manfaat yang 
Sisa Masa sudah dilalui dan 

No Saat Perolehan Aset Manfaat per 31 yang harus dijadikan 
Desember 2015 dasar penyusutan per 

31 Desember 2015 

1 Tahun 2005 dan 0 tahun 10 ta.bun 
Sebelumnya 

2 Tahun 2006 0 tahun l0tahun 
3 Ta.huh 2007 1 ta.bun '91:ahUfl 

4 Tahun 2008 2 ta.bun 8 tahun 
5 Tahun 2009 3 tahun 7 tahun 
6 Tahun 2010 4 tahun 6 tahun 
7 Tahun 2011 5 tahun 5 tahun 

8 Tahun 2012 6 tahun 4 tahun 

9 Tahun 2013 7 tahun 3 tahun 

10 Tahun 2014 8 tahun 2 tahun 

11 Tahun 2015 9 tahun 1 tahun 

80. Dengan variasi sisa masa manfaat pada 31 Desember 2015 

dan masa manfaat yang sudah dilalui dan yang harus 

dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015 di atas, 

maka per 31 Desember 2015 jumlah penyusutan adalah 

proporsional dengan masa manfaat yang sudah dilalui dan 

yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 

2015. Jadi, aset yang -diperoleh pada tahun 2005 misalnya, 

disusutkanl (satu) tahunsebagaimana yang diperlakukan 

bagi aset yang diperoleh pada tahun 2015. 

81. Conteh perhitungan penyusutan untuk pertamakali 

disajikan dalam ilustrasi berikut: 

Pemerintah Daerah menyusun neraca awal per 31 Desember 

2005, pada tahun 2015 untuk pertama kalinya Pemerintah 

baerah menerapkan penyusutan untuk aset tetap. ·salah 

satu jenis aset yang dimiliki adalah mobil dengan rincian 

sebagai beriku t: 
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Tahun Perolehan 
Nilai di Neraca per 31 Desember 2015 

(sebelum penyusutan) 

2004 170.000.000 

2005 80.000.000 

2006 90.000.000 

2007 1-00.000.-000 

2008 110.000.000 

2009 120.000.000 

2010 130.000.000 

2011 140.000.000 

2012 150.000.000 

2013 160.000.000 

2014 170.000.000 

2015 180.000.000 

Total 1.500.000.000 

Umur atau masa manfaat mobil ditetapkan 10 tahun. 

Perhitungan penyusutan aset tersebut untuk pertamakali 

kalinya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), sebagaimana 

pamgraf ·berikut : 

82. Aset yang diperoleh pada ta.hun dimulainya penerapan 

penyusutan, aset tersebut disajikan dengan nilai perolehan. 

Perhitungan penyusutannya dilakukan bersamaan dengan 

tahun perolehannya. 

83. Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga 

satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan, aset 

tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. 

Penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan 

koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya, yaitu: 

llasa 
Mllllf'aat 1-enyusU:tan "'ralum ·2b1ll 

Tahun Bilal di ygsudah (Tahun Pertama) 
Peroleha Neraca dilalui Penyusutan 

D (Sebelum s.d. 1 per tahun Koreksi 

penyusutan) Januari 
Tahun- Tahun 

Jumlah 
tahun 2015 

2015 
1'ebet«aiiiJa 

1 2 3 
4 (10 o/ox 

5=3x4 6=4 7=5+6 
2) 

2005 80.000.000 10 8.000.000 80.000.000 0 80.000.000 
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2006 90.000.000 9 9.000.000 81.000.000 9.000.000 90.000.000 

2007 100.000.000 8 10.000.000 80.000.000 10.000.000 90.000.000 

2008 110.000.000 7 11.000.000 77.000.000 11.000.000 88.000.000 

2009 120.000.000 6 12.000.000 72.000.000 12.000.000 84.000.000 

2010 130.000.000 5 13.000.000 65.000.000 13.000.000 78.000.000 

2011 140;000;000 4 14.000;000 56;000.000 14;000;000 70.000;000 

2012 150.000.000 3 15.000.000 45.000.000 15.000.000 60.000.000 

2013 160.000.000 2 16.000.000 32.000.000 16.000.000 48.000.000 

2014 170.000.000 1 17.000.000 17.000.000 17.000.000 34.000.000 

Jumlah 1.2so.ooo.ooo 605.000.000 117.000.000 722.000.000 

84. Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal 

Aset-aset yang diperoleh lebih dari 1 tahun sebelum saat 

penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan 

dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal 

tersebut. Untuk menghitung penyusutannya, pertama 

ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca 

awal. Selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan 

saat penerapan penyusutan. 

Misalnya aset yang diperoleh pada tahun 2003 sudah 

disajikan berdasarkan nilai wajar di neraca awal yang 

disusun pada tahun 2004. Nilai aset adalah sebesar 

Rp70.000.000, dengan masa manfaat ditetapkan 10 tahun. 

Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut: 

Sisa Masa Penyusutan Tahun 2015 
Ma.nfaat ITahun Pertama} 

Tahun Mesa antara 
Neraca Nilal 

Manfaat neraca Penyusutan Koreksi 
Awai saat 

·(akldr Wajar awal per tahun Tahun- TahUD ·4umblh ueraca s.d. 1 tahun 2015 
tahun) awal Januari sebelumnya 

(tahun) 2013 

1 2 3 4 5 (10%x2) 6=4x5 7=5 7= 5 +6 

2003 10:000.000 10 10 7.000:000 70.000.000 0 10:000:000 

Perhitungan Penyusutan Aset Tetap yang Diperoleh Tengah 

Tahun 

85. Aset tetap diperoleh pada waktu tertentu di sepanjang tahun. 

Ada kalanya aset tetap diperolehpada awal tahun, 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Hal - 204 



pertengahan tahun atau akhir tahun. Kebijakan akuntansi 

untuk perhitungan penyusutan aset tetapdilakukan dengan 

menggu-nakan pendekatan tahu-nan, yaitu -penyusutan 

dihitung satu tahun penuh pada 31 Desemberpada tahun 

perolehannya. 

Penyusutan atas Aset secara Berkelompok 

86. Menghitung besarnya penyusutan setiap aset tetap yang 

jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif kecil sangat 

merepotkan. Bahkan mungkin biaya yang dikeluarkan lebih 

besar dari manfaat yang diperoleh. Penghitungan 

penyusutan untuk aset yang nilainya relatif kecil dapat 

dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut 

kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok 

aset tersebut. Kelompok aset tersebut harus memiliki 

persamaan atribut misalnya masa manfaat yang sama. 

Dengan ·adanya persamaan -atribut -clan makapenyusutan 

dihitung dengan menerapkan persentase penyusutan dengan 

metode garis lurus terhadap rata-rata aset tetap yang 

bersangkutan. Misalnya saldo awal perlengkapan kantor 

Tahun Rp200.000.000 dan saldo akhir tahun 

Rp300.000,000. Maka rata-rata nilai perlengkapan kantor 

adalah Rp250.000.000. Dengan persamaan masa manfaat 

perlengkapan kantor misalnya 4 tahun maka besarnya 

persentase penyusutan 25%. Dengan demikian besarnya 

penyusutan untuk tahun yang bersangkutan adalah sebesar 

Rp62.500.000. 

E. PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP(REVALUATION) 

87. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak 

diperkenarikan karena -kebijakan akuntans·i pemerlntah 

daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya 

perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari 

ketentuan .ini mungkin dilakukan berdasar-kan ketentuan 

pemerintah yang berlaku secara nasional. 
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88. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan 

mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan 

-d-idalam -penyajian -aset -tetap serta pengaruh penyimpangan 

tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih 

antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap 

dibukukan dalam ekuitas dana. 

F. PENGBENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP 

89. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan 

atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya 

dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. 

90. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas 

harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan. 

91. Apabila suatu aset tetap dihentikan dari penggunaannya, 

baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhimya 

masa manfaat/tldak 1agi memIHki man"faat ekonomi, maka 

pencatatan akun aset tetap yang bersangkutan harus 

ditutup. 

9.2. Dalam hal .penghentian aset tetap .merupakan akibat dari 

pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan 

sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai 

buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka 

selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan 

nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai penambah 

atau pengurang ekuitas. Penerimaan kas akibat penjualan 

·dibukukan 'Sebagai pendapatan -dan dilaporkan pada 

Laporan Realisasi Anggaran. Dalam hal pemerintah belum 

menerapkan penyusutan atas aset tetap, maka akun aset 

tetap dan ekuitas dana akan dieliminasi dari pembukuan 

sebesar nilai bukunya. 

93. Apabila penghentian suatu aset tetap akibat dari proses 

pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal 

daerah, maka akun aset tetap dan ekuitas dana akan 

dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan tidak 

menimbulkan pendapatan. Pencatatan tersebut dilakukan 
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setelah terbitnya surat keputusan penghapusan Aset tetap 

yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah 

tidak -memenuhi -definisi aset tetap dan harus dipindahkan 

ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. 

G. REKLASIFIKASI AKTIVA TETAP 

94. Pemindahan kelompok aset tetap ke aset lainnya dalam 

akuntansi disebut sebagai reklasifikasi aset. 

95. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah 

tidak memenuhi definisi aset tetap 'dan harus ·-dipindahkan 

ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya 

96. Suatu aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan tidak 

memenuhi definisi aset tetap. Namun demikian, aset 

tersebut belum dapat dieliminasi dari neraca karena proses 

penghentian yang lebih dikenal sebagai pemindahtanganan 

dan penghapusan masih berlangsung. Dengan kata lain, 

dokumen suniber untuk melalrukan penghapusbukuan 

belum diterbitkan, sehingga mengatur bahwa aset dengan 

kondisi demikian harus dipindahkan dari aset tetap ke aset 

lainnya. 

97. Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan 

sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan. 

H.KOREKSI AKTIV:A TETAP 

98. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos 

yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai 

dengan yang -seharusnya. 

99. Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau 

mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan 

100. Koreksi meliputi koreksi sistemik dan koreksi non sistemik. 

Dari sisi transaksi, koreksi mencakup transaksi pendapatan, 

belanja, penerimaan, pengeluaran dan koreksi akun neraca. 

Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi 

·untuk ta.hun berjalan, koreksi periode la.tu pada saat lapotan 

keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi 

periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah 
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diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan 

pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi. 

101. Koreksi dilakukan oleh PD yang hersangkutan ·dan 

dilaporkan secara berjenjang, sampai dengan pemerintah 

daerah. Kadangkala untuk mengejar waktu penyampaian 

laporan keuangan, koreksi dapat dilakukan secara 

sentralistik di kantor pemerintah daerah, baru kemudian 

didistribusikan pada entitas akuntansi di bawahnya untuk 

melakukan penyesuaian. 

102. Koreksi aset tetap dapa:t dilakukan kapan saja, tidak 

tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan 

laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada 

saat ditemukan kesalahan. 

I. PENGUNGKAPAN ASET TETAP 

103. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing­

masingjenls aset tetap se'bagai berikut: 

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai 

tercatat ( carrying amont); 

b. Rekonsiliasi jumlah tercatat ,pada awal dan akbir periode 

yang menunjukkan : 

1) penambahan; 

2) pelepasan; 

3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; 

4) mutasiasettetaplainnya. 

c. Informasi penyusutan, meliputi: 

i') Nila.i penyusutan; 

2) Metode penyusutan yang digunakan; 

3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; 

4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada 

awal dan akhir periode. 

104. Laporan keuanganjuga harus mengungkapkan: 

a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; 

b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan 

dengan aset tetap; 

c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam 
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konstruksi; dan 

d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. 

105. -·Jika -aset tetapdicatat pada jumlah yang -dinilai kem-bali, hal­

hal berikut harus diungkapkan: 

a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap; 

b. Tanggal efektif penilaian kembali; 

c. Jika ada, nama penilai independen; 

d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk 

menentukan biaya pengganti; dan 

e. Nilai tercata:t setiap jenis aset tetap. 

106. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun 

diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset 

dimaksud. 

J. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP TANAH 

1 (J7. "Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ia1ah tanah 

yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam 

kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi 

siap dipakai. Tennasuk dalam klasifikasi ta.nab .ini adalah 

tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, 

irigasi, dan jaringan. 

108. Pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula 

dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak 

disajikan sebagai aset tetap tanah, melainkan disajikan 

sebagai persediaan. 

Pengakuan 

109. Tanah dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 4 

kriteria berikut: 

a. mempunyai masa manfaat 1ebih dari 12 (dua -belas) 

bulan, 

b. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, 

c. tidak d-imaksudkan untuk dijual, dan 

d. diperoleh dengan maksud untuk digunakan. 

Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak 
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terpenuhi maka tanah tersebut tidak diakui sebagai aset 

tetap milik pemerintah daerah. 

11-0. Kepemilikan -atas Tanah ditunjukkan dengan --ad-anya hukti 

bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/ atau 

penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. 

111. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, 

namun dikuasai dan/ atau digunakan oleh pemerintah 

daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan 

disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, 

serta diungkapkan secara memadai dalam Ca:tatan a:tas 

Laporan Keuangan. 

112. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah, namun 

dikuasai dan/ atau digunakan oleh .pihak lain, maka tanah 

tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap 

tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan 

secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, 

bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak 

lain. 

113. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah, namun 

·d-ikuasai ,dan/atau digunakan oleh en-titas ·pemerintah yang 

lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca 

entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta 

diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/ atau 

menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut 

secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

114. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses 

pengadilan: 

a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, 

tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh 

pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan 

disajikan sebagai aset tetap ta.nab pada neraca 

pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan. 

b. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti 

kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai 
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pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka 

memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya 

pematangan, pengukuran, ·penimbunan, -clan biaya lainnya 

yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai 

tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan 

dimusnakan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. 

Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia 

pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah 

adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja 

barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan 

tanah tersebut. 

119. Bia ya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan 

tanah, misalnya dari status tanah .girik menjadi SHM, 

dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah. 

120. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa ta.nab, seperti 

biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai 

biaya perolehan ta.nab 

121. Aset tetap berupa tanah, berapapun nilai perolehannya 

seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah. 

Penyajian clan Pengungkapan Tanah 

122. Tanah disajikan di neraca dalam kelompok Aset Tetap 

sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset 

Tanah diperoleh. 

123. Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan 

diungkapkan pula: 

a. Dasar .penilaian _yang digunakan untuk nilai tercatat 

( carrying amount) Tanah. 

b. Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi tanah, 

yang dalam hal tanah tidak ada nilai satuan minimum 

kapitalisasi tanah. 

c. Rekonsiliasi nilai tercatat Tanah pada awal dan akhir 

periode yang menunjukkan: 

1) Penambahan ·(pembelian, hibah/-donasi, pertukaran 

aset, reklasifikasi, dan lainnya); 
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2) Perolehan yang berasal dari pembelian direkonsiliasi 

dengan total belanja modal untuk tanah; 

-3) Pengur-angan ·(penjualan, penghapusan, reklasifi.kasi). 

K.KEBIJAKAN AKUNTANSI PERALATAN DAN MESIN 

124. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan 

bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang 

nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua 

belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. 

125. Wujud fisik Pera.Iatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Berat, 

Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, 

Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan 

Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat 

Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, 

Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian, 

Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, 

serta Un1t Proses/Produksi, rambu-rambu, alat plab raga 

lainnya dan lain sebagainya. 

126. Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan 

akan d.iserahkan kepada pihak lain, tidak dapat 

dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, akan 

tetapi dikelompokkan sebagai persediaan. 

Pengakuan 

127. Peralatan dan mesin dapat diakui sebagai aset tetap apabila 

memenuhi 4 (empat) kriteria berikut: 

-a. •mempunyai -masa ,man.faat lebih dari 1-2 •(dua belas) 

bulan, 

b. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, 

c. tidak dimaksudkan untuk dijual, dan 

d. diperoleh dengan maksud untuk digunakan. 

128. Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila 

terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, 

dalam hal mi misalnya ditandai dengan berita a.ca.ta serah 

terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi 

dengan bukti kepemilikan kendaraan. 
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129. Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, 

atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan 

melalui •pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai 

dan angsuran. 

130. Perolehan melalui pembelian dan pembangunan dilakukan 

melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran 

belanja modal. 

131. Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi diakui pada 

saat Peralatan dan Mesin tersebut diterima dan hak 

kepemilikannya berpindah. 

Pengukuran 

132. Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau 

nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh 

133. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan 

jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk 

·memperoleh ·peralatan -clan ·mesin tersebut -sampai ·siap 

pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang 

berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya 

pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya 

untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan 

dan mesin tersebut siap digunakan. 

134. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh 

melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan 

dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan. 

135. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun 

dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk 

tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung 

termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, 

perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua 

biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan 

Peralatan dan Mesin tersebut. 

136. Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan 

kebijakan akuntansi mengenai ketentuan nilai satuan 

minimum kapitalisasi aset tetap. 
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Pengungkapan Peralatan dan Mesin 

137. Peralatan dan Mesin disajikan di Neraca dalam kelompok 

Aset Tetap sebesar ·biaya perolehannya atau n"ilai wajar 

pada saat perolehan. 

138. Selain itu, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan 

diungkapkan pula: 

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan 

nilai tercatat {carrying amount) Peralatan dan Mesin. 

b. Rekonsiliasi nilai tercatat Peralatan dan Mesin pada 

awal dan akhir periode yang menunjukkan: 

1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari 

Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian); 

2) Perolehan yang hera:sal ·dari 

pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total 

belanja modal untuk Peralatan dan Mesin; 

3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan 

penilaian). 

c. Kebijakanakuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan 

dengan Peralatan dan Mesin. 

d. Informasi penyusutan Peralatan dan Mesin yang 

meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang 

digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang 

digunakan., serta -nilai tercatat bruto dan .akumulasi 

penyusutan pada awal dan akhir periode. 

L. KEBIJAKAN AKUNTANSI GEDUNG DAN BANGUNAN 

139. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan 

bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai 

dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi 

siap ·dipakai. Termasuk -dalam kelompok Gedung ·clan 

Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, 

bangunan tern pat ibadah, bangunan menara, 

monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum. 

140. Gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah, 

namun dengan maksud akan diserahkan kepada 
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masyarakat, seperti rumah yang akan diserahkan kepada 

para transmigran, maka rumah tersebut tidak dapat 

-dikelompokkan sebagai Gedung dan Bangt;tnan, -melainkan 

disajikan sebagai Persediaan. 

Pengakuan 

141. ·o-eaung dan bangunan aapat aia.kui sebagai ·aset tetap 

apabila memenuhi 4 (empat) kriteria berikut: 

a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) 

bulan, 

b. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, 

c. tidak dimaksudkan untuk dijual, dan 

d. diperoleh/ dibangun dengan maksud untuk digunakan. 

142. Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang 

diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang 

ada di atasnya. Pengakuan Gedung dan Bangunan 

dipisahkan dengan tanah d-i -mana gedung -dan -bangunan 

terse but didirikan. 

143. Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan 

bangunan telah diterima atau diserahkan hak 

kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya 

berpindah serta telah siap dipakai. 

144. Gedung dan Bangunan yang diperoleh bukan dari donasi 

diakui pada periode akuritansi kettl<:a aset tersebut siap 

digunakan berdasarkan jumlah belanja modal dan belanja 

lainnya yang bisa kapitalisasi secara langsung untuk aset 

terse but. 

145. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari donasi diakui 

pada saat Gedung dan Bangunan tersebut diterima dan hak 

kepemilikannya berpindah. 

Pengukuran 

146. Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. 

Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh 

biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan 

bangunan sampai siap pakai. 
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147. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan 

menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka 

nilai -aset tetap -didasarkan pada nilai wajar/takskan ·:Pada 

saat perolehan. 

148. Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, 

pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan 

melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai 

dan angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat 

dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan 

melalui kontrak konstruksi. 

149. Perolehan melalui pembelian dan pembangunan didahului 

dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi 

Kas Umum Daerah. Dokumen sumber untuk merekam 

pembayaran ini adalah Surat Perintah Membayar dan Surat 

Perintah Pencairan Dana. 

150. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun 

dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk 

tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung 

termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, 

perlengk-apan, tenaga listrik, sewa peralatan, d-an semua 

biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan 

aset tetap tersebut. 

151. Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak 

konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya 

perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa 

konsultan, dan pajak. 

152. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari surribangan 

(donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. 

153. Pembelian Gedung dan Bangunan secara mengangsur pada 

umumnya berjangka waktu lebih dari satu tahun. 

Perolehan dengan cara demikian akan menimbulkan utang. 

Perlakuan pembelian Gedung dan Bangunan secara 

mengangsur mengacu pada Akuntansi Kewajiban/Utang. 

154. Pengukuran Gedung dan Bangunan harus memperhatikan 

kebijakan akuntansi mengenai ketentuan nilai satuan 

minimum kapitalisasi aset tetap. 
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Pengungkapan Gedung dan Bangunan 

155. Gedung dan Bangunan disajikan di Neraca dalam kelompok 

A.set ·Tetap sebesar nilai hiaya perolehannya atau nflal wajar 

pada saat perolehan. 

156. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan 

diungkapkan pula : 

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat 

Gedung dan Bangunan. 

b. Rekonsiliasi nilai tercatat Gedung dan Bangunan pada 

awal dan akhir periode yang menunjukkan: 

1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari 

Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian); 

2) Perolehan yang hera:sal -dari 

pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total 

belanja modal untuk gedung dan bangunan; 

3) Pengurangan(penjualan, penghapusan, 

danpenilaian). 

c. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan 

dengan Gedung dan Bangunan; 

d. Informasi penyu~utan Gedung dan Bangunan yang 

meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang 

digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang 

digunakan, serta 0nilai tercat.at bruto dan akumulasi 

penyusutan pada awal dan akhir periode. 

M. KEBIJAKAN AKUNTANSI JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI 

157. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan 

jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta 

dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan 

·dalam. kondisi siap dipakai. 

158. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam 

kegiatan pemerintah daerah juga dimanfaatkan oleh 

masyarakat umum. 

159. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan 

adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air 
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bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, 

jaringan listrik, dan jaringan telepon. 

160. -Jalan, -irigasi, -dan jaringan -ini tidak -mencaku·p -tanah yang 

diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. 

Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud 

dimasukkan dalam kelompok Tanah. 

161. Jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah 

daerah, namun dengan maksud akan diserahkan kepada 

masyarakat, seperti pembangunan jalan perkampungan 

yang akan diserahkan kepada pemerintah desa, maka jalan 

tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai Jalan, irigasi, 

dan jaringan, melainkan disajikan sebagai Persediaan. 

Pengakuan 

162. Jalan, irigasi, dan jaringan dapat diakui sebagai aset tetap 

apabila memenuhi 4 (empat) kriteria berikut: 

a. ·mempunyai ·masa ·manfaa:t lebih -dari 12 ·{dU:a belas) 

bulan, 

b. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, 

c. tidak dimaksudkan untuk dijual, dan 

d. diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan. 

163. J alan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, 

dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak 

kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya 

berpindah serta telah siap dipakai. 

164. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya 

dengan .pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) 

maupun melalui kontrak konstruksi. 

165. Jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui 

pembangunan diakui pada periode akuntansi ketika aset 

tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal 

dan belanja lainnya yang dapat kapitalisasi secara langsung 

untuk aset tersebut. 

166. Jalan, irigasi -clan jaringan yang ·diperoleh -dari -donasi ·diakui 

pada saat jalan, irigasi dan jaringan tersebut diterima dan 

hak kepemilikannya berpindah. 
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Pengukuran 

167. Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. 

Biaya perolehan jalan, irlgasi, dan jarlngan meliputi selun£h 

biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, 

dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya 

.perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang 

dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap 

pakai. 

168. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang 

diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan 

pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya 

pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan 

pemborrgkaran. 

169. Biaya perolehan untuk jalan, Irigasi dan Jaringan yang 

dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan 

tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, 

tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan 

pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan 

pembongkaran. 

170. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan 

(donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. 

171. Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan harus 

-memper.hatikan -kebijakan akuntansi -mengen.ai -ketentuan 

nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. 

Pengungkapan Jalan, Irigasi dan Jaringan 

172. Jalan, Triga:si, dan Jaringan 'disajikan di Neraca dalam 

kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai 

wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. 

173. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan 

diungkapkan pula: 

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Jalan, 

Irigasi, dan Jaringan; 

b. Rekonsiliasi nilai tercatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: 
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1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari 

Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian); 

2) Perolehan yang herasal d-ari 

pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total 

belanja modal untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan. 

3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, 

danpenilaian). 

c. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan 

dengan Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang dalam hal ini 

tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi. 

d. Informasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang 

meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang 

digunakan, masa manfaat atau tarif ,penyusutan _yang 

digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi 

penyusutan pada awal dan akhir periode. 

N-. KEBIJ'AKAN AKUNTANSI ASET TETAP LAINNYA 

174. Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat 

dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan 

Mesin; Gedung dan Bangunan; serta Jalan-, -Irigasi dan 

Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan 

operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 

175. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya 

adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang 

bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, 

dan tanaman. 

176. Tennasuk dalam kategori Aset Tetap La.innya adalah Aset 

Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang 

bukan miliknya. 

Pengakuan 

177. Aset Tetap Lainnya diakui pada saat aset tersebut telah 

diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau 

.pada saat .penguasaannya berpindah serta telah siap 

dipakai. 
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178. Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi 

pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain 

·seperti hibah /donasi. 

1 79. Aset Tetap La.inn ya yang diperoleh bukan dari donasi diakui 

pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan 

berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset 

terse but. 

180. Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari donasi diakui pada 

saat Aset Tetap Lainnya tersebut diterima dan hak 

kepemilikannya berpindah. 

181. Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap 

yang bukan milik pemerintah daerah, akan menjadi Aset 

Tetap-Renovasi dan diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap 

Lainnya, apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan 

manfaat ekonomik aset tetap misalnya perubahan 

fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan 

kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi 

sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset 

tetap yang ·disewa tidak menambah manfaat ekonomik, 

maka dianggap sebagai Belanja Operasional. Aset Tetap­

Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya. 

b. Apabila manfaat ekonomik renovasi tersebut lebih dari 

satu tahun buku, dan memenuhi butir a di atas, biaya 

renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, 

sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang 

dari 1 tahun ·buku, maka pengeluaran tersebut 

diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun 

berjalan. 

c. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut 

cukup material, dan memenuhi syarat butir a dan b di 

atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai 

Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya 

renovasi dianggap sebagai Belanja Operasional. 
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Pengukuran 

182. Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya 

perolehan aset tetap lainnya mengganibarkan seluruh .blaya 

yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai 

siap pakai. 

183. Biaya .perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui 

kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya 

perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. 

184. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui 

swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang 

terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, 

biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan 

ja:sa korrsuitan. 

185. Pengukuran Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan 

kebijakan pemerintah tentang ketentuan nilai satuan 

minimum kapitalisasi aset tetap. 

186. Aset Tetap Lainnya yang dikapitalisasi dibukukan dan 

dilaporkan di dalam Neraca. Aset Tetap Lainnya yang tidak 

dikapitalisasi tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset 

tetap, namun tetap d1ungkapkan da.Iam Catatan Atas 

Laporan Keuangan. 

Pengungkapan 

187. Aset Tetap Lainnya disajikan di Neraca dalam kelompok 

Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada 

saat perolehan. 

188. Selain itu di dalam ·catatan atas laporan keuarrgan 

diungkapkan pula: 

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Aset 

Tetap Lainnya; 

b. Rekonsiliasi nilai tercatat Aset Tetap Lainnya pada awal 

dan akhir periode yang menunjukkan: 

1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari 

Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian); 
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2) Perolehan yang berasal dari 

pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total 

belanja -modal untuk Aset Tetap Lainnya. 

3) Pengurangan 

danpenilaian). 

(penjualan, penghapusan, 

c. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan 

dengan Aset Tetap Lainnya. 

d. Informasi penyusutan Aset Tetap Lainnya yang meliputi: 

nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, 

masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, 

serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan 

pada awal dan akhir periode. 

O. KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 

189. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang 

sedang dalam proses pembangunan dimana pada tanggal 

neraca belum selesai 100°/o ( seratus persen) dan ditetapkan 

masa manfaatnya selama 2 (dua) tahun setelah tahun 

perolehan. 

1'90. Peroleha:n a.set dapat dilakuka:n dengan tnembangun sentliri 

(swakelola) atau melaluipihak ketiga dengan kontrak 

konstruksi. 

K-ontrak Kvnstruksi 

191. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan 

sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling 

ter.gantung -satu -sama lain -dalam hal ranoangan-, teknalogi, 

fungsi atau tujuan,dan penggunaan utama. 

192. Kontrak konstruksi dapatmeliputi: 

a. kontrak untuk 

perolehanjasayangberhubunganlangsungdengan 

perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur; 

b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset; 

c. konttak -un:tuk peroleha.il jasa. yang berhubu:nga.n 
langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi 

manajemen konstruksi dan value engineering; 
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d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan 

restorasi lingkungan. 

Penyatuan clan Segmentasl ltontrak ltonstniksl 

193. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara 

terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam 

ke·ad'i:tan rertentu, a:dalah ·pertu ·1rntuk ·mefietapkan 

kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi 

tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu 

kelom_pok kontrak konstruksi secara bersama agar 

mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau 

kelompok kontrak konstruksi. 

194. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, 

konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu 

kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat 

dibawah ini terpenuhi: 

a. Proposal terpisah telah diajukan untuk-setiap-aset; 

b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan 

kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau 

menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan 

masing-masing aset tersebut; 

c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan. 

195. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan 

konstruksi aset tambahan ataspermiritaan pemberi kerja 

atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan 

dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi 

tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi 

terpisah jika: 

a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan 

dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset 

yang tercakup dalam kontraksemula; atau 

b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa 

memperhatikan harga kontrak semula. 
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Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan 

196. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi 

dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan 

jika: 

a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang 

akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan 

diperoleh; dan 

b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; 

dan 

c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. 

197. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset 

yang dimaksudkan digunakan untuk operasional 

pemerintah 'daerah atau 'dimanfaatkan ·oleh masyarakat 

dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan 

dalam aset tetap. 

198. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai 

dibangun dan sudah diserah terimakan akan direklasifikasi 

menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya 

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan 

199. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya 

perolehan. 

200. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola 

antaralain: 

a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan 

konstruksi; 

b. Biaya yang dapat 'diatribusikan pada kegiata.n pada 

umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi 

tersebut; dan 

c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan 

konstruksi yang bersangkutan. 

201. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan 

konstruksi antara lain meliputi: 

a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia 

b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi 

c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari 
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dan ke tempat lokasi pekerjaan 

d. Biaya penyewaaan sarana dan prasarana 

•e. Biaya ,rancangan dan -bantuan teknis yang secara 

langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya 

konsultan perencana. 

202. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi 

pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi 

tertentu, meliputi: 

a. Asuransi; 

b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak 

langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; 

c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk 

kegiatan konstruksi _yang bersangkutan seperti biaya 

inspeksi. 

203. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui 

kontrak konstruksi meliputi: 

a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontrak:tor 

sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; 

b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor 

berhubung 0dengan pekerjaan yang telah ·diterima tetapi 

belum dibayar pada tanggal pelaporan; 

c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga 

sehubungan dengan pelaksanan kontrak konstruksi. 

204. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya 

pinjaman yang timbul selama masa konstruksi 

dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang 

hiaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan 

secara andal. 

205. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya 

yang timbul sehubungan dengan .pinjaman yang digunakan 

untuk membiayai konstruksi. 

206. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh 

melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode 

yang bersangkutan. 
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207. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa 

jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, 

-aiaya -pinjarnan periode yang bersangkutan -dialokasikan ke 

masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata 

tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. 

208. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan 

sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force 

majeur maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa 

pemberhentian sementara pembangunan konstruksi di 

kapitalisasi. 

209. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis 

pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang 

berbeda-beda, maka jenis .pekerjaan _yang sudah selesai 

tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman 

hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih 

dalam proses pengerjaan. 

210. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang 

pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun 

selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan 

pelaksanaan konstruksinya ,diakui sebagai konstruksi 

dalam pengerjaan. 

Penyajian 

211. Konstruksi Dalam Pengerjaan clisajikan sebagai bagian dari 

aset tetap. Berikut adalah contoh penyajian Konstruksi 

Dalam Pengerjaan dalam Neraca Pemerintah Daerah. 
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PEM ERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 
NERACA 

NERACA ASET TETAP 

(Dnlam Rupiah) 
Uralan 20X1 20XO 

ASET 

ASETLARCAR 
Kas di Kas Daerah XXX XXX 

Kas di Bendahara Pcngeluaran XXX XXX 
Kas di Bendahara Penerimaan XXX XXX 

Investasi Jangka Pendek XXX XXX 

Piutang Pajak XXX XXX 
Piutang Retribusi XXX XXX 

Penyisihan Piu tang XXX XXX 
Belanja Dibayar Dimuka XXX XXX 

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara XXX XXX 

Bagian Lancar Pinjan1an kepuda Perusahaan Daerah XXX XXX 
Bagian Lancar Pinjwnan kepada Pemerintah Pusat XXX XXX 

Bagian Lancar Pinjun1an kepada Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX 

Bagian Lancar Tagihan Penjunlm1 Angsuran XXX XXX 
-8agian -Lancar-,i'untutan Oanti-Kugi XXX XXX 

Piutang Lainnya XXX XXX 

Persediaan XXX XXX 

Jumlah Asct Lancar m XXX 

INVESTASI JARGKA P ARJARG 
lnvestasl Nonperm.anen 

Pinjaman J angka Panjang XXX XXX 

Investasi dAlam Surat Utang Ne-gara XXX XXX 
lnvestasi dalam Proyek Pembangunan XXX XXX 

lnvestasi Nonpermanen Lainnya XXX XXX 

Jumlah Investasl Nonperm.anen m XXX 
Investasi Pennanen 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX XXX 

Investasi Permanen Lainnya XXX XXX 
Jumlah Investasl Pennanen XXX XXX 
Jumlah Inveatasi Jangka Panjang m XXX 

ASETTETAP 
Tanah XXX XXX 
Peralatan dan Mesin XXX XXX 
Oedung dan Bangunan XXX XXX 
Jalan, lrigasi dan Jaringan XXX XXX 
Aset Tetap Lainnya XXX XXX 
Konstruksi dalam Pcngerjaan XXX XXX 

Akumulasi Penyusutan XXX XXX 

Jumlah Aset Tetap m XXX 

DANA CADANGAN 
Dana Cadangan XXX XXX 

Jumlah Dana Cadangan XXX XXX 

ASET LAINNYA 
Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX 
Tu11Lu-Lw1 Owali Rugi .. - -~ -- -

JC.XX XXX 

Kemitraan dengan Pihak Ketiga XXX XXX 
Aset Tak Berwujud XXX XXX 
Aset Lain-lain XXX XXX 

Jumlah Asct Lalnnya m .x:xx 

JUMLAHASET XXX XXX 

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan 

212. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai 

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi: 

a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut 

tingkat penyelesaian dan jangka waktu 

penyelesaiannya; 

b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya; 
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c . ,Jumla h biaya yang telah dikeluarkan; 

d . Uang muka kerja yang diberikan; dan 

c . Retensi . 
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